
NO JENIS INFORMASI URAIAN KETERANGAN

1 Kedudukan domisili berserta alamat lengkapnya Ya Tidak
2 Ruang lingkup kegiatan Ya Tidak
3 Visi dan Misi SKPD/Kabupaten Ya Tidak
4 Maksud dan Tujuan Ya Tidak
5 Fungsi dan Tugas Ya Tidak
6 Struktur Organisasi Ya Tidak
7 Gambaran umum SKPD/Kabupaten Ya Tidak
8 Profil singakt pejabat struktural
9. Geografis dan Sejarah Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

a.nama setiap pejabat; Ya Tidak
b.nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi Ya Tidak
c.alamat unit/satuan kerja pejabat Ya Tidak
d.Email, website, media sosial, no WA setiap pejabat. Ya Tidak
e.laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannnya Ya Tidak
f.latar belakang pendidikan Ya Tidak
g.penghargaan yang pernah diterima Ya Tidak
h.Berita Padang Lawas Ya Tidak
i. Kliping Koran Ya Tidak
J.Hari Peringatan Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

9 Nama Program dan Kegiatan Ya Tidak

10 Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat 
yang dapat dihubungi; Ya Tidak

11 Target dan/atau capaian program serta kegiatan; Ya Tidak
12 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; Ya Tidak
13 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; Ya Tidak

Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian 
Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya.

14 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Ya Tidak

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 2025

Informasi tentang profil Badan PublikI

Ringkasan informasi tentang program 

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

KETER
SEDIAN 



Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan
Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran,
agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu
untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja
Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Seluruh SKPD

15
Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan
hak-hak masyarakat; Ya Tidak
Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan
Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya
hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi
Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di
suatu daerah.

Seluruh SKPD yg 
berkaitan dengan 

point 15

16 Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik; Ya Tidak

17 Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan
Badan Publik; Ya Tidak

18 Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan
penerimaan pegawai; Ya Tidak

19
Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang
dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan
kualifikasinya; Ya Tidak

20 Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai; Ya Tidak

21
Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap
tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar
pegawai yang diterima; Ya Tidak

22
Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan
pegawai yang diikutinya. Ya Tidak
1. Jumlah pegawai sekabupaten padang lawas
2. Jumlah pegawai sekabupaten padang lawas berdasarkan DUK
3. Struktur organiasasi seluruh instansi di kabupaten padang lawas
4. Data pejabat struktural
5. Data pegawai yang melaksanakan tugas belajar
6. Data pegawai yang melaksanakan izin blajar
7. Data pegawai yang melaksanakan Diklat PIM TK. IV
8. Data pegawai yang melaksanakn Diklat PIM TK. III
9. Data pegawai yang melaksanakn Diklat PIM TK. II

Ringkasan informasi tentang program 
dan/atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam lingkup Badan Publik

II

Informasi tentang penerimaan calon 
pegawai badan publik negara, meliputiIII

Badan 
Kepegawaian dan 

Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia



10. Data pegawai yang memasuki masa pensiun
11. Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
12. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

23 Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap
lembaga pendidikan; Ya Tidak

24
Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam
setiap lembaga pendidikan; Ya Tidak

25 Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan
penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; Ya Tidak

26 Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta
persyaratan dan kualifikasinya; Ya Tidak

27 Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam
setiap lembaga pendidikan; Ya Tidak

28 Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan
yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi
lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap
lembaga pendidikan yang diterima. Ya Tidak

29 Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan
capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; Ya Tidak

30 Efisiensi dana yang dicapai; Ya Tidak
31 Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk

mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke
depan; Ya Tidak

32 Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah
dijalankan; Ya Tidak

33 Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait; Ya Tidak

34
Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program
dan/atau kegiatan; Ya Tidak

35 Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya Tidak
36 Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya Tidak
37 Neraca; Ya Tidak

38
Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; Ya Tidak

39 Daftar aset dan investasi. Ya Tidak

Informasi tentang penerimaan calon 
peserta didik pada
Badan Publik yang menyelenggarakan 
pendidikan untuk
umum, Informasi tentang penerimaan 
peserta didik
dalam setiap lembaga pendidikan, 
sekurang-kurangnya
meliputi:

IV

Ringkasan informasi tentang kinerja 
dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang realisasi 
kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta 
capaiannya, yang
sekurang-kurangnya berisi:

V

Ringkasan laporan keuangan yang 
sekurang-kurangnya
terdiri atas:

VI

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD



40 Jumlah permintaan informasi yang diterima; Ya Tidak
41 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

informasi; Ya Tidak
42 Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang
ditolak; Ya Tidak

43 Alasan penolakan informasi Ya Tidak
44 Panitia rancangan peraturan atau keputusan Ya Tidak

45 Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan,
keputusan, dan/atau ketetapan Ya Tidak

46 yang sedang dalam proses pembuatan; Ya Tidak

47
Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses
perumusan; Ya Tidak

48
Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan Ya Tidak

IX

Informasi tentang hak dan tata cara 
memperoleh
informasi, serta tata cara penyelesaian 
sengketa
informasi;

49 Standar Operasional Prosedure(SOP), Alur, Flowchart

Ya Tidak

PPID danSeluruh 
SKPD

X

Informasi tentang tata cara pengaduan 
penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang 
dilakukan baik oleh
pejabat Badan Publik maupun pihak 
yang mendapatkan
izin atau perjanjian kerja dari Badan 
Publik yang
bersangkutan;

50 Standar Operasional Prosedure(SOP), Alur, Flowchart

Ya Tidak

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

dan Seluruh SKDP

XI

Informasi tentang pengumuman 
pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan
terkait;

51 Pengumuman pengadaan barang dan jasa

Ya Tidak

LPSE dan Seluruh 
SKPD

Ringkasan laporan akses informasi 
publik yang sekurangkurangnya
terdiri atas:

VII

Informasi tentang peraturan dan/atau 
keputusan yang
mengikat publik yang dikeluarkan oleh 
Badan Publik yang sekurang-kurangnya 
terdiri atas:

VIII Kabag Hukum dan 
Seluruh SKPD

PPID danSeluruh 
SKPD



XII

Informasi tentang prosedur peringatan 
dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap 
kantor Badan Publik.

52 SOP, Pengumuman, Flowchat, Alur

Ya Tidak

Seluruh SKPD

53

Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian
antariksa atau benda-benda angkasa; Ya Tidak

BPBD, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Pertanian, BLH

54 Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri,
ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan; Ya Tidak

BLH, 
Diskoperindag

55 Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror; Ya Tidak

Dinas Sosial, 
Satpol PP

56 Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Ya Tidak
1. Standarisasi pelayanan kesehatan
     - Penyusunan standar kesehatan
     - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
2. Kegiata obat dan perbekalan kesehatan
     - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
     - Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
     - Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama
        untuk penduduk miskin
     - Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
3. Kegiatan pengawsan obat dan makanan
     - Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat dibidang obat dan 
        makanan
     - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
     - Peningkatan kafasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
     - Pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan
     - dsb...
4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
     - Pelayanan operasi katarak
     - Pelayanan kesehatan THT

XIII

Dinas Kesehatan

Informasi yang wajib diumumkan 
secara serta merta



     - Pelayanan operasi bibir sumbing
     - Pelayanan sunatan massal
     - Penanggulangan ISPA
     - Penanggulangan penyakit cacingan
     - Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
     - Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk / busung lapar
     - Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
     - dsb...
     - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
     - Pencegahan penularan penyakit edermik dan epidermik
     - Pencegahan dan pengawasan penyakit tidak menular
        mis : pemeriksaan jemaah haji, pelayanan kesehatan jiwa
     - dsb...
5. Sumber daya kesehatan
     - Jumlah tenaga kesehatan
     - Pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu, dan pengadaan puskesmas
        keliling
     - dsb...
6. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 
     - Sosialisasi kebijakan pembiayaan paru baya
    - dsb...

57 Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; atau

Ya Tidak

Badan 
BPOM,Diskoperin

dag Dinas 
Kesehatan

58 Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas/sarana prasarana
publik (halte, lampu penerangan, trotoar,reklame, dll) Ya Tidak Satpol PP

Ya Tidak
59 Informasi pendukung keputusan Ya Tidak
60 Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau

pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut Ya Tidak

61 Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut Ya Tidak

62 Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut Ya Tidak

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap 
Saat, seperti Informasi tentang 
peraturan, keputusan dan/atau atauX

Dinas Kesehatan

Seluruh SKPD



63 Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut Ya Tidak
64 Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut Ya Tidak
65 Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah

diterbitkan; Ya Tidak
66

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU No.14 Tahun 2008 Ya Tidak

67 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan
keuangan

Ya Tidak
68 Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama,

sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan
sanksi berat yang pernah diterima Ya Tidak

69
Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya Ya Tidak

70 Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; Ya Tidak

71
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya; Ya Tidak

72
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; Ya Tidak

73

Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penaatan izin yang diberikan; Ya Tidak

74 Data perbendaharaan atau inventaris; Ya Tidak
75 Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; Ya Tidak
76 Agenda kerja pimpinan satuan kerja; Ya Tidak

kebijakan Badan Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri
atas:

X

Informasi tentang organisasi, 
administrasi, kepegawaian, dan 

keuangan, antara
lain:

XI

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD



77

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya
manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan
penggunaannya; Ya Tidak

78
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannya; Ya Tidak

79 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; Ya Tidak

80 Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; Ya Tidak

81

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Ya Tidak

82
Informasi tentang standar pengumuman informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin
dan/atau penerima perjanjian kerja; Ya Tidak

83 Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Ya Tidak

84 Jenis-Jenis Bantuan Sosial Ya Tidak
85 Daftar penerima bantuan sosial Ya Tidak
86 Dan kegiatan yang harus di publikasikan Ya Tidak
86 Dan kegiatan yang harus di publikasikan Ya Tidak

1. Pemberdayaan fakir miskin
2. Jenis pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandan masalah kesejahteraan
    sosial
3. Jenis / Bentuk / jumlah pembinaan / pemberdayaan penyandang cacat olan Eks
    trauma
4. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
5. Program pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana panti asuhan
6. Pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat lainnya
     mis: bilal mayit, guru mengaji dll.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana ibadah

lain:

Dinas SosialInformasi Lain-Lain yang bisa di 
publikasikan oleh SKPDXI



8. Program gerakan cinta al-qur'an dan pemulihan buta aksara al-qur'an

87 Jumlah pasar yang ada di kabupaten padang lawas beserta lokasinya Ya Tidak
88 Data UKM yang di bina Ya Tidak
89 Operasi pasar yang telah dilaksanakan Ya Tidak
90 Dan kegiatan yang harus di publikasikan Ya Tidak

1. Data koperasi dan kegiatannya
2. Data UKM dan kegiatannya
3. Penyelenggaraan industri rumah tangga
4. Bantuan mesin dan peralatan industri sandang logam dan kerajinan
5. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

91 Data jalan dan jembatan kabupaten padang lawas Ya Tidak
92 Data jalan dan jembatan prov/nasional Ya Tidak
93 Data pertambangan di kabupaten padang lawas Ya Tidak
94 Daftar Angkutan di Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

1. Panjang jalan di kabupaten padang lawas
     - Panjang jalan kabupaten
     - Panjang jalan provinsi
     - Panjang jalan nasional
2. Kegiatan pambangunan jalan dan jembatan
3. Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi jalan dan jembatan
4. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa jaringan  
     pengairan lainnya.
     - Pembangunan jaringan irigasi
     - Normalisasi sungai
     - Pemeliharaan jaringan irigasi
     - Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
     - Pembangunan infrastruktur desa ( jalan stapak,dalam lingkungan, rabat beton )
     - Pembangunan saluran drain ase dan gorong
     - Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

95 Daftar Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak
96 Lokasi permukiman penduduk padat,sedang,ramai Ya Tidak

97 Daftar pabrik atau usaha yang mempunyai AMDAL Ya Tidak
98 Denah atau daftar hutan register, lindung, HGU Ya Tidak

Dinas PU

Dinas Kop, UKM, 
Perindag

Dinas PerKaPer & 
Perhubungan



1. Penyusunan  amdal
2. Pengelolaan B3 dan limbah B3
3. Pengujian Emisi / polusi udara akibat aktivitas industri
4. Pengujian kadar polusi padat dan cair
5. Pengendalian perusakan kualitas daerah aliran sungai (DAS)
6. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
7. Pengendalian dan pengelolaan sampah
8. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

99 Jumlah tenaga kerja Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak
100 Upah minimum daerah Ya Tidak

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
     mis: - Pelatihan rias pengantin
               - pelatihan tata boga
               - dll
2. Informasi bursa tenaga kerja
3. Penetapan UMK
4. Syarat-syarat kerja dan jamsostek
5. Perlindungan TKI yand dideportasi
6. PJ TKI
7. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
8. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenaga kerjaan
9.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

101 Data wilayah sawah, perkebunan kabupaten padang lawas
102 1. Luas lahan pertanian di kabupaten

2. Jumlah penyuluh pertanian
3. Panjang irigasi
4. Pendistribusian bibit unggul pertanian ke petani
5. Penyediaan infrastruktur pertanian
6.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

103 Data wilayah peternakan, perikanan Ya Tidak
104 Data UPTD Ya Tidak

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2. Pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan
3. Rumah potong hewan

Dinas Pertanian

Dinas perikanan 

Dinas Ling.Hidup 
& Kehutanan

Dinas Tenaga Kerja



4. Pembibitan dan perawatan ternak
5. Pendistribusian bibit ternak ke masyarakat
6. Pendistribusian vaksin dan pakan ternak
7. Jumlah tenaga penyuluh peternakan
8.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

105 Daftar kebutuhan pangan kabupaten padang lawaas Ya Tidak
- Pengelolaan cadangan pagan kabupaten padang lawas
- Penentuan harga minimun daerah / pangan lokal
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai 
   dengan angka kecukupan gizi
- Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung pemandirian pangan pada
   berbagai sektor sesuai kewenangan daerah
- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan 
- Penanganan kerawanan pangan kabupaten padang lawas
- Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar
- Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

106 Daftar buku yang ada diperpustakaan Ya Tidak
Dinas Perpus & 

Kearsipan
107 Daftar SKPD yang terhubung internet Ya Tidak
108 Daftar menara telekomunikasi Ya Tidak
109 Daftar warung internet Ya Tidak
110 Data media pers Ya Tidak

111 Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

112 Data PTT, Bidan Kabupaten Padang Lawas
Ya Tidak

113 RPJMD Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak
114 RTRW Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

1. Kerjasama pembangunan
    a. Wilayah perbatasn
    b. Pembangunan antar daerah
    c. Dengan dunia usaha/ LSM bangsa

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Badan 
Kepegawaian & 
Pengembangan 

SDM

Dinas ketahanan 
pangan

dan peternakan



2. Penetapan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah perbatasan
3. Penetapan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4. Perencanaan pengembangan kota
     - Perencanaan pusat pertumbuhan Ekonomi
     - Perencanaan pusat pertumbuhan Industri
     - Perencanaan pusat pertumbuhan pendidikan
     - Perencanaan pusat penanganan perumahan
     - Perencanaan pusat penangan perparkiran
     - Perencanaan pusan penanganan air minum, drainase dansaritasi perkotaan
     - Perencanaan penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
5. Penyusunan rancangan RPJMD
6. Penyelenggaraan musrembang RPJMD
7. Penetapan RPJMD
8. Penyusunan rancanagan RKPD
9. Penyelenggaraan musrembang RKPD
10. Penetapan RKPD
11. Perencanaan pembanguan Ekonomi
       a. Penyusunan master plan ekonomi daerah
       b. Penyusunan Indikator ekonomi daerah
       c. Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat
       d. Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
12. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA
       a. Penyusunan master plan prasarana perhubungan daerah
       b. Penyusunan master plan penelitian SDA dan LH
13. Perencanaan sosial budaya
      a. Penyusunan master plan pendidikan
      b. Penyusunan master plan kesehatan
      c. Perencanaan pembangunan sosial budaya
14. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 
     a. Penyusunan profile daerah rawan bencana
15. Perencanaan tata ruang
      a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
      b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah
      c. Penyusunan rencana tata ruang kawasan
      d. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
      e. Rancangan peraturan tentang RTRW

Badan Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah



      f.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

115 Data Sumber Pendapatan Daerah Per Tahun Ya Tidak
116 Jumlah APBD Kabupaten pertahun Ya Tidak

1. Data dan penetapan objek pajak dan retribusi daerah
2. Realisasi pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang syah
3. RKA, DPA, dan SKPD
4. Penjabaran APBD
5. Realisasi Belanja
6. Data Asset kabupaten padang lawas
7. Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

117 Data bencana di kabupaten padang lawas Ya Tidak
1. Data kebencanaan dan daerah rawan bencana
2. Stokholder penanggulangan bencana
3. Kegiatan simulasi bencana
4.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

118 Data LSM di Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak
119 Data Partai di Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak
120 Data Organisasi di Kabupaten Padang Lawas Ya Tidak

1. Data parpol, LSM dan Ormas
2. FKUB, FKBM, dan sejenisnya
3. Data orang asing, NGO dan sejenisnya
4.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

121 Pegawai yang mendapat penghargaan Ya Tidak Sekda Peng.Korpri

122 Program Dana Desa Ya Tidak Kecamatan

123 Data perusahaan, UKM, yang punya izin Ya Tidak
1. Jenis-jenis perizinan

3. SOP persatuan pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Kajian tentang kebijakan iklim dan investasi

Badan PPKAD

KesbangPol

BPBD

Dinas Penanaman 
Modal & PTSP

2. SOP pelayanan perizinan, non perizinan dan standard pelayanan publik (SPP) perizinan 
dan non perizinan



5. Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dan penyembangan penanaman modal
6. Kebijakan daerah dibidang penanaman modal
7. Kemitraan antara pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan BUMD
8. Kerjasama BUMD dengan Investor dalam dan luar negeri
9. Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

124 Data tawuran masyarakat, demonstrasi, konflik lainnya Ya Tidak
1. Teknik pencegahan tindak kejahatan

3. Penegakan hukum/peraturan Bupati
4. Teknik pencegahan kebakaran
5.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

125 Data penduduk kabupaten padang lawas Ya Tidak
1. Jumlah penduduk kabupaten padang lawas
     a. Laki - laki
     b. Perempuan
2. Jumlah penduduk sesuai kategori umur
3. Jumlah penduduk yang mempunyai KTP
4. Jumlah penduduk yang mempunyai KK
5. Jumlah penduduk yang mempunyai Akta Nikah
6. Jumlah penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran
7. Jumlah pasangan yang mengikuti isbat massal perkawinan yang beragama islam

10. Jumlah penduduk berdasarkan agama
      a. Islam
      b. Kristen
      c. Hindu
      d. Budha
11.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

126 Data kelompok desa yang di berdayakan Ya Tidak

Dinas 
Kependudukan dan 

Catatan Sipil

2. Informasi pelanggaran perda, gangguan kemtibnas dan penegakan integritas SDM 
aparatur

Satpol PP dan 
Damkar

8. Prosedur pelayanan adminstrasi, perkawinan, kelahiran, kematian, persukuan,        
pengesahan dan pengangkatan anak
9. Prosedur pelayanan administrasi pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran dan mutasi 
penduduk

Modal & PTSP



1. Jumlah desa sekabupaten padang lawas
2. Nama-nama kades dan aparatur desa
3. Profil desa
4. Desa percontohan
5. Pembentukan BUMDES/BUMKEL/jenis usaha
6. Jenis dan lokasi komoditas unggulan 
7. Pembinaan dan pengendalian bantuan ADD
8. Kader pemberdayaan masyarakat desa
9.  Lain-Lain kegiatan yang dapat di share ke publik

127 Jumlah kekerasan rumah tangga Ya Tidak
128 jumlah anak korban kekerasan rumah tangga Ya Tidak
129 Data yang mengikuti program KB Ya Tidak

1. Tim pelayanan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Ya Tidak
2. Kasus-kasus yang pernah ditangani Ya Tidak
3. Tim pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak terhadap kekerasan Ya Tidak
4.  Kasus-kasus yang pernah ditangani Ya Tidak
5. Media informasi pembangunan pemberdayaan perempuan, jender & KB Ya Tidak
6. Kadar pengelola KB Ya Tidak
7. Jumlah peserta KB mandiri Ya Tidak
8. Tim penanggulangan narkoba dan pencegahan penyakit menular bagi remaja Ya Tidak
9. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik Ya Tidak

130 Data pemuda yang berprestasi di bidang olah raga Ya Tidak
131 Data tempat pariwisata di kabupaten padang lawas Ya Tidak
132 Data atau tempat olah raga di kabupaten padang lawas Ya Tidak

1. Kelompok usaha pemuda produktif
2. Partisipasi pekan olahraga baik provinsi maupun nasional
3. Data atlit kabupaten padang lawas
4. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

133 Data sekolah di kabupaten padang lawas Ya Tidak
134 Data siswa sekolah di kabupaten padang lawas Ya Tidak
135 Data kebudayaan di kabupaten padang lawas Ya Tidak

1. Data sekolah kelompok bermain, TK, SD dan SMP se kabupaten padang lawas
2. Data pemberian bea siswa bagi siswa yang berprestasi

Dinas 
Pemberdayaan 
Masya & Desa

Dinas P2 dan 
KB,PPPA

Dinas Pemuda  
Olahraga dan 

Pariwisata



3. Data kelompok pendidikan kesetaraan (paket A,B dan C)
4. Data penduduk buta aksara
5. Jumlah siswa paud, SD, Dan SMP
6. Jumlah tenaga pendidik dan administrasi
7. Program dana bos
8. Porum masyarakat adat
9. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

1. Publikasi kegiatan sekda, wakil bupati dan bupati
2. Produk - produk hukum yang di keluarkan
3. Dan lain-lain sesuai dengan kegiatan bagian masing-masing

1. Publikasi kegiatan DPRD
2. Lain-lain kegiatan yang dapat di share ke publik

Sekretariat 
Kabupaten Padang 

Lawas

Sekretariat DPRD

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan
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